PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2026

Selengkapnya : https://drive.google.coml/file/d/1iZJnX01gqVhSJTA6kbuca4Dvv27LpVCPz/view?usp=drive link

GUEERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINS] BALL

HNOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH SEMESTA BERENCANA

PROVINS] BALI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa uniuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat [1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah divbah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang MNomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjn menjadi
Undang-Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
FPeraturan Doerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APED) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

- bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasrah Semesta Berencana Provins:
Hali Tahun Anggaran 2026 wvang diaukan sebagaimana
dimaksud pada huref a, merupakan perwujudan dari Rencana
Eega Pemerintah Daesrah (RKPD] Semesta Berencana Provins:
Bali Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umuam
APED merta Priaritas dan Plafon Anggaran Sementarn Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahwun Anggaran 2026 yang telah
disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Doerah Provinsi Bali;

. bakwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurof b, perlu menetaplkan Peraturan
Draerah temtang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026,
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- Pa=al 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewangan
Megara (Lembaran Kegara Republik [ndonesia Tahun 2003
Momor47, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesio
Momor 4286);

- Undang-Undang Memer 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional [Lembaran  Negaro
Republil Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Noamar 4421);

- Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Megara Republik

Indomesia Tahwn 2011 Namar 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesin Momer 5234) sebagaimana telah divbah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Momor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan |Lembaran Megara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indomesia Mamar 6801];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Draerah [Lembaran Negara Republilk ndenesia Tahun 2014

Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Momor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa keali, terakhir

dengan Undang-Undang Memer 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Momor 2 Tahum 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang [Lembaran Megara Repubdik [ndonesia Tahun

2023 Momer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indomesia Namar 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20ZZ tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesta Namar 6757);

- Undang-Undang Nemer 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali

[Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 3023 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar GE71);

Peraturan  Pemenntah Nomaor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesta Namar 4028);


https://drive.google.com/file/d/1iZJnXO1qVhSJTA6kbuca4Dvv27LpVCPz/view?usp=drive_link

